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Abstract
Based on data obtained in preliminary research at mosques in the Nitikan area of Yogyakarta City, zakat collection from 2013 to 2016 tends to stagnate. While in 2017, 2018, and 2019 it increased quite significantly and even increased sharply. According to the management, the earnings tend to be stagnant, due to the conventional model of zakat management, while the sharp increase in three years is due to the management using the amwal zakat model. So by looking at the initial data, researchers are curious in examining cases of zakat management in mosques in the Nitikan area of Yogyakarta City. This study uses interviews, observation, and documentation as data collection methods and analytical descriptive as data analysis methods. The findings of this study: (1) the management of zakat mal by each mosque takmir under the coordination of the Muhammadiyah Branch Head of Nitikan city of Yogyakarta by collecting assets that must be paid for zakat after the nishab falls, namely amwal (treasures) legally owned by muzakki for at least one year (haul); (2) with the amwal zakat model, not a few people feel capable, have and feel obliged to pay zakat mal after knowing what assets are obligated to be tithe; (3) the excess of zakat mal which is explained by amwal (treasures), is not limited to gold, silver, staple food crops, and animals (camels, cows, and goats, as well as found assets), but all assets that have become the property and legally owned, has been owned for at least one year and reached the nishab equivalent to gold, then the owner is obliged to issue zakat to be paid to the amil zakat. With the amwal zakat model, people feel they have and can pay tithe, but the explanation is not evenly distributed among all congregation members in Nitikan, the preachers have not mastered the issue of amwal zakat; (4) the response of muzakki with the explanation model of amwal zakat as in the conclusion of point 3 above, all muzakki and prospective muzakki feel that they have assets that have been obliged to be tithe and can pay tithe. This can be seen in the range of 2017, 2018, and 2019 the results of zakat collection increased by seventy percent.
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Abstrak

[bookmark: _Hlk85373045]Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian pendahuluan di mesjid-mesjid di wilayah Nitikan Kota Yogyakarta bahwa perolehan zakat di  tahun 2013 sampai tahun 2016 cenderung stagnan. Sedangkan tahun 2017, 2018,  dan 2019 meningkat cukup signifikan bahkan meningkat tajam. Perolehan yang cenderung stagnan tersebut, menurut pengurus disebabkan pengelolaan zakat model konvensional, sedangkan tiga tahun yang meningkat tajam itu karena pengelola dengan menggunakan model zakat amwal. Maka dengan mencermati data awal tersebut peneliti penasaran dan tertarik  untuk meneliti kasus pengelolaan zakat di Mesjid-mesjid di wilayah Nitikan Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpul data dan deskriptif analitis sebagai metode analisis data.Adapun temuan penelitian init: (1) pengelolaan zakat mal oleh masing-masing takmir masjid dibawah koordinasi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitikan kota Yogyakarta dengan memungut harta yang wajib dizakati setelah jatuh nishab, yakni  amwal (harta-harta) yang dimiliki secara sah oleh  muzakki minimal satu tahun (haul); (2) dengan model zakat amwal tidak sedikit warga yang merasa mampu, memiliki dan merasa wajib membayar zakat  mal setelah mengetahui harta apa saja yang wajib dizakati; (3)  kelebihan zakat mal yang dijelaskan dengan amwal (harta-harta), tidak sebatas  dengan emas, perak, panenan bahan makanan pokok, dan hewan (onta, sapi, dan kambing, serta harta temuan), namun seluruh harta yang telah menjadi milik dan dimiliki secara sah,  telah minimal dimiliki selama satu tahun dan mencapai nishab setaraf dengan emas, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya untuk dibayarkan pada amil zakat. Dengan model zakat amwal orang merasa memiliki dan mampu berzakat, namun penjelasan itu belum merata di seluruh warga jamaah di Nitikan, belum menguasahinya para dai dalam masalah zakat amwal; (4) respon muzakki dengan model penjelasan zakat amwal seperti pada  kesimpulan poin 3 di atas, seluruh muzakki dan calon muzakki merasa memiliki harta yang telah wajib dizakati dan mampu berzakat. Hal itu terlihat pada rentang tahun 2017, 2018, dan 2019 meningkat hasil perolehan pemungutan zakatnya tujuh puluh prosen.
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PENDAHULUAN
Pokok masalah penelitian ini adalah bahwa muslim di Indonesia itu dalam kesadaran membayar zakat mal khususnya belum menggembirakan dan hasil pungutan zakat mal secara nasional masih jauh dari cukup untuk membantu orang Islam yang miskin dan hidup berkekurangan. Padahal zakat mal termasuk ibadah utama (rukun Islam) yang selalu disebut beriring, baik di dalam Al-Qur’an maupun di dalam Sunnah Rasul Saw., yaitu Shalat dan Zakat. Umat Islam yakin bahwa kedua ibadah itu memiliki bobot yang sama, dan mesti  ditunaikan. Tidak seperti puasa yang dikaitkan dengan bulan Ramadhan dan haji yang dihubungkan dengan manistatha’a ilaihi sabilan. 
Seorang muslim yang aktivitas pengabdiannya kepada Allah meencukupkanhanya mengambil bentuk ritual, seperti shalat, berpuasa, membaca Al-Qur’an, membaca kalimat thayyibah, tanpa diimbangi kegiatan pengabdian sosial, belum dikatakan sempurna keislamannya (Muslimin, 2019).  Menjalankan syariat zakat, merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah, yang mestinya merupakan sebuah kebutuhan asasi setiap orang Islam, bukan merupakan beban yang memberatkan. Harta yang dibayarkan melalui zakat, infaq dan shadaqah adalah sebuah simpanan yang tidak pernah hilang. Sebaliknya, harta yang dihitung dan ditumpuk untuk kesenangan duniawi adalah harta yang hilang dan terlepas ketika pemiliknya meninggal (Ramdhani et al., 2021).
    Sejauh ini penelitian yang membahas masalah zakat telah banyak dilakukan, tertama penelitian yang luarannya berujud kitab atau buku (Mahfud, 2018). Pembahasan yang berupa buku atau kitab, dari segi isi telah dianggap telah memadahi, sebab telah mengupas secara detail seputar zakat fitrah dan zakat mal (harta) (Jahar, 2015). Akan tetapi penelitian yang berkaitan dengan zakat dalam bentuk penerapannya dalam masyarakat terutama seperti kasus BAPELURZAM (Badan Pelaksanan Urusan Zakat Muhammadiyah) yang dikelola oleh PDM Kendal Weleri Jawa Tengah baru sedikit (Kusmana, 2000). Oleh karena itu penelitian ini lapangan yang objeknya pengelolaan zakat amwal yang dilakukan PRM Nitikan Kota Yogyakarta.
          Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui cara pengelolaan zakat amwal di Nitikan Kota Yogyakarta; untuk mengetahui hasil pengalaman pengelolaan zakat mal dengan cara konvensional di Nitikan Kota Yogyakarta; untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pengelolaan zakat amwal di PRM Nitikan Kota Yogyakarta berdasarkan tingkat perolehannya; untuk mengetahui respon warga Muhammadiyah terhadap kewajiban zakat Amwal yang dikelola PRM Nitikan Kota Yogyakarta.
         Penelitian didasarkan atas argumen bahwa kesadaran berzakat umat Islam setempat telah tumbuh berkembang di antara pendukungnya adalah tumbuh berkembangnya UMKM setempat terutama home industri rumahan berbahan baku aluminium dengan produknya alat-alat rumah tangga, seperti wajan, ketel rebus, sendok, cetaan apem, piala dan lain-lain, namun hasil penarikan zakat malnya empat tahun terakhir (tahun 2013-2016) hasilnya stagnan (Syarif et al., 2020). Hal itu terlihat dari tabel perolehan hasil pengumpulan zakat mal yang peneliti kumpulkan dari sembilan masjid pada studi pendahuluan sebagai bahan penyusunan proposal penelitian:

                             Tabel 1. Perolehan zakat mal  tahun 2015 – 2020
	

No
	Nama
	Jumlah Perolehan Zakat
	

	
	Masjid
	
	

	 
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	 Sulthonain
	 Rp   5.535,000 
	 Rp   6.741,000 
	 Rp 12.125,000 
	 Rp 12.145,000 
	 Rp 12.213,000 
	 Rp   5.205,000 

	2.
	 Muthohirin
	 Rp   4.235,000 
	 Rp   5.241,000 
	 Rp   9.465,000 
	 Rp   9.120,000 
	 Rp   9.005,000 
	 Rp   4.215,000 

	3.
	 Assalam
	 Rp   5.195,000 
	 Rp   6.145,000 
	 Rp 11.715,000 
	 Rp 11.605,000 
	 Rp 12.010,000 
	 Rp   5.745,000 

	4.
	 Al-Islaah
	 Rp   5.135,000 
	 Rp   5.105,000 
	 Rp 11.510,000 
	 Rp 11.915,000 
	 Rp 11.375,000 
	 Rp   5.005,000 

	5.
	Wirotunggal
	 Rp   5.435,000 
	 Rp   5.135,000 
	 Rp   8.175,000 
	 Rp   8.950,000 
	 Rp   8.150,000 
	 Rp   4.875,000 

	6.
	 Al-Furqan
	 Rp   6.145,000 
	 Rp   6.575,000 
	 Rp   9.615,000 
	 Rp   9.155,000 
	 Rp   9.705,000 
	 Rp   5.010,000 

	7.
	 Ar-Royan
	 Rp   6.145,000 
	 Rp   6.205,000 
	 Rp   8.710,000 
	 Rp   8.550,000 
	 Rp   8.915,000 
	 Rp   5.010,000 

	8.
	An-Nashir
	 Rp   6.310,000 
	 Rp   5.670,000 
	 Rp   9.455,000 
	 Rp 10.705,000 
	 Rp 10.010,000 
	 Rp   5.355,000 

	9.
	 Al –Ittihad
	 Rp   2.450,000 
	 Rp   2.325,000 
	 Rp   3.135,000 
	 Rp   3.375,000 
	 Rp   3.395,000 
	 Rp   2.175,000 

	 
	Jumlah Total
	 Rp 46.585,000 
	 Rp 49.142,000 
	 Rp 74.705,000 
	 Rp 75.520,000 
	 Rp 75.778,000 
	 Rp 43.585,000 




         Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dijelskan bahwa sebelum tahun 2017 cenderung stagnan, dan tiga tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 2017, 2018, 2019 dan 2020 kembali merosot. Kenaikan perolehan itu menurut Bendahara PRM diberlakukan pengelolaan dengan sistem BAPELURZAM, sedangkan sebelum tahun 2017 dan setelah tahun 2019 dengan pengelolaan dengan sistem  konvensional . Oleh karena dengan mencermati data awal tersebut peneliti penasaran dan tertarik  untuk meneliti kasus pengelolaan zakat mal di Nitikan Kota Yogyakarta.


                             Tabel 2. Perolehan zakat mal  tahun 2015 – 2020  
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No
	Nama
	Jumlah Perolehan Zakat

	
	Masjid
	

	 
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	 Sulthonain
	 Rp   5.535,000 
	 Rp   6.741,000 
	 Rp 12.125,000 
	 Rp 12.145,000 
	 Rp 12.213,000 
	 Rp   5.205,000 

	2.
	 Muthohirin
	 Rp   4.235,000 
	 Rp   5.241,000 
	 Rp   9.465,000 
	 Rp   9.120,000 
	 Rp   9.005,000 
	 Rp   4.215,000 

	3.
	Assalam
	 Rp   5.195,000 
	 Rp   6.145,000 
	 Rp 11.715,000 
	 Rp 11.605,000 
	 Rp 12.010,000 
	 Rp   5.745,000 

	4.
	Al-Islaah
	 Rp   5.135,000 
	 Rp   5.105,000 
	 Rp 11.510,000 
	 Rp 11.915,000 
	 Rp 11.375,000 
	 Rp   5.005,000 

	5.
	Wirotunggal
	 Rp   5.435,000 
	 Rp   5.135,000 
	 Rp   8.175,000 
	 Rp   8.950,000 
	 Rp   8.150,000 
	 Rp   4.875,000 

	6.
	Al-Furqan
	 Rp   6.145,000 
	 Rp   6.575,000 
	 Rp   9.615,000 
	 Rp   9.155,000 
	 Rp   9.705,000 
	 Rp   5.010,000 

	7.
	 Ar-Royan
	 Rp   6.145,000 
	 Rp   6.205,000 
	 Rp   8.710,000 
	 Rp   8.550,000 
	 Rp   8.915,000 
	 Rp   5.010,000 

	8.
	An-Nashir
	 Rp   6.310,000 
	 Rp   5.670,000 
	 Rp   9.455,000 
	 Rp 10.705,000 
	 Rp 10.010,000 
	 Rp   5.355,000 

	9.
	Al –Ittihad
	 Rp   2.450,000 
	 Rp   2.325,000 
	 Rp   3.135,000 
	 Rp   3.375,000 
	 Rp   3.395,000 
	 Rp   2.175,000 

	 
	Jumlah Total
	 Rp 46.585,000 
	 Rp 49.142,000 
	 Rp 74.705,000 
	 Rp 75.520,000 
	 Rp 75.778,000 
	 Rp 43.585,000 


       

        Berdasarkan data di atas bahwa perolehan zakat sebelum tahun 2015,  dan 2016 cenderung stagnan. Sedang tahun 2017, 2018,  dan 2019 meningkat cukup signifikan bahkan meningkat tajam. Perolehan yang cenderung stagnan tersebut menurut pengurus disebabkan pengelolaan zakat model konvensional, sedangkan tiga tahun yang meningkat tajam itu karena pengelola dengan menggunakan model zakat amwal. Maka dengan mencermati data awal tersebut peneliti penasaran dan tertarik  untuk meneliti kasus pengelolaan zakat di Nitikan Kota Yogyakarta.

Kajian Pustaka
Buku yang membahas seluk beluk zakat ditulis Yusuf  Qaradhawi, yang berjudul  Hukum Zakat . Selain itu  studi kepustakaan tentang zakat telah cukup banyak dan intens, baik yang dilakukan oleh para ulama klasik seperti para imam madzab empat maupun para ulama dan cendekiawan muslim kontemporer. Para ulama klasik membahas zakat secara panjang lebar langsung pada nash Al-Qur’an dan Hadits. Namun kajian mereka mengalami kendala saat disosialisasikan karena dalam waktu yang sama warga Islam (muzakki) harus membayar berbagai pajak dan pungutan yang lain sekalipun para ulama telah menegaskan bahwa pajak berkaitan erat dengan kewajiban umat terhadap negara sedangkan zakat berkaitan erat dengan kewajiban agama. Padahal harta dalam suatu keluarga Islam, misalnya uang sumbernya dari kepala keluarga (seperti yang bekerja suami saja).
Menurut Qardhawi, harta yang wajib dizakatkan ada lima macam yaitu: (1) emas dan perak; (2) barang perniagaan; (3) binatang ternak; (4) hasil tanam-tanaman (perniagaan); dan (5) hasil pohon-pohon (buah-buahan). Keterangan lebih jelas dapat dilihat dalam tabel pedoman pentasharufan zakat. Adapaun syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat harta benda yang disebut di atas pada umumnya dibagi menjadi tiga yakni: (1)Harta itu milik sendiri secara penuh. Artinya, berada dalam tangan atau kekuasaannya sendiri, tidak campur tangan orang lain. (2) Harta itu sudah mencapai nishab, yaitu batas atau ukuran tertentu yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Masing-masing jenis/macam harta ada ukurannya tersendiri. (3) Harta itu sudah dimiliki dalam tempo satu tahun, yang dinamakan haul. Tatkala mengambil hasilnya, nishabnya sudah cukup, harus dikeluarkan zakatnya.
Jadi menurut Qardhawi, mengeluarkan zakat itu fardhu ‘ain, wajib pribadi menurut hukum Islam. Artinya, mendapat pahala apabila dilaksanakan; menerima dosa dan siksa apabila ditinggalkan (Yana et al., 2020). Dengan demikian pengeluaran zakat bukanlah ciri dari kedermawanan, pertolongan, belaskasihan dan lain-lain, tetapi merupakan suatu kewajiban (Ching et al., 2020).
Adapun yang berhak menerima pembagian zakat itu ada 8 golongan seperti diterangkan dalam Al-Qur’an:
 “Sesunguhnya sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, petugas zakat (amil), orang-orang yang baru dilembutkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba, orang-orang yang berhutang, sabilillah dan untuk orang-orang yang musafir. Yang demikian adalah ketentuan (kewajiban) dari Allah” (At-Taubah: 60) . 
 	Pendapat Yusuf Qardawi tersebut banyak diterapkan di berbagai Negara dan tempat termasuk Bazis DKI Jakarta. Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir di dalam karyanya Pentasharufan Zakat ; Ahmad Muslim dalam bukunya Menghitung Zakat; Muhammad Zuhri dalam bukunya Cara Mudah Menghitung Zakat. 


Tabel 3. Pedoman Pentasharufan Zakat
	NO
	JENIS HARTA
	NISHAB
	WAKTU
	KADAR
	KET.

	
1

	
Zakat fitrah (makanan pokok)
	
Punya kelebihan makanan dan yang menjadi tanggungan pada hari ‘Idul Fitri
	
Akhir Ramadhan (sejakterbenam s.d. sebelum shalat ‘Id.
	
2.5 kg (3.3 ltr)
	
Bisa dikeluarkan sejak awal bulan Ramadhan


	2
	Barang simpanan
Emas Perak Uang
	
85 gram
595 gram
senilai 85 gram emas

	Setelah berjalan
1 tahun
	2.5%
	Setelah dipotong hutang dan kebutuhan primer selama 1 tahun

	3
	Barang dagangan
	Senilai 85 gram emas
	Setelah berjalan
1 tahun

	2.5%
	

	4
	Hasil tambang :
Emas, perak, minyak, tembaga, platina dll.

	Senilai 85 gram emas
	Saat diperoleh
	5 – 10%
	

	5
	Hasil pertanian
Makanan pokok
	653 kg / 640 liter
	Setiap panen
	5 – 10%
	10% jika air gratis
5% jika air diusahakan
nishab diperhi-tungkan setelah dikurangi biaya pemeliharaan pengupasan kulit


	
6
	
Rikaz / temuan
	
Tidak harus senishab (tanpa batas tertentu)
	
Saat diperoleh
	
20%
	

	7
	Gaji, upah dsb.
	Senilai 85 gram emas
	Saat diperoleh
	2,.5%
	Nishab dihitung setelah dikurangi hutang dan kebu-tuhan pokok


	8
	Hasil investasi (gedung, pabrik dll)

	Senilai 85 gram emas
	Saat diperoleh
	10%
	

	9
	Saham Usaha dagang
	
Senilai 85 gram emas
	
Saat diperoleh
	
2.5%
	
Modal dan laba dari keuntungan




Sumber :  Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Bandung, 1999


Menurut Muhammmad Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya Al-adab al-Aulad fil Islam , seorang ahli didik dari Timur Tengah menyatakan bahwa kesadaran pada masyarakat untuk berzakat mal itu melalui tataran sebagai berikut : Pertama, al-qudwah, yaitu contoh teladan yang baik. Kedua, al-‘adah, yaitu memberikan pembiasaan pada masyarakat untuk mau dan senang berzakat. Ketiga, al-mau’idhah, yaitu memberi nasihat atau menjelaskan kepada masyarakat penting berzakat untuk membersihkan harta (Jailani, Suyadi, et al., 2021). Keempat, al-mulahadah, yaitu memberi perhatian pada masyarakat bahwa orang itu semua punya potensi untuk cukup harta dan mampu berzakat. Kelima, al-‘uqubah, yakni bahwa Allah akan mengazab pada Islam kaya tetapi enggan berzakat (Suyadi et al., 2019). Sebaliknya Allah akan membersihkan hartanya dan melipatgandakan, serta ampunan dan sorga apabila mau berzakat.

         
Populasi.Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah seluruh amil zakat (pengurus/panitia zakat) dan pembayar zakat (muzakki) di masing-masing masjid di wilayah PRM Nitikan Kota Yogyakarta yang dikelola Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitikan. 
Sampel. Yang dimaksud sampel dalam penelitian ini adalah pengurus amil zakat, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyiyah, pengurus takmir masjid dan muzakki yang mewakili untuk dimintai informasi oleh peneliti dengan cara wawancara tentang pelaksanaan pengelolaan zakat amwal di Nitikan. Responden dan Informan. Responden yang dimaksud adalah pengurus/amil zakat di masing-masing masjid di wilayah PRM Nitikan Kota Yogyakarta,  pengurus Ranting Muhammadiyah dan Aisyiyah yang diberi tugas mengelola zakat mal, serta muzakki dan calon muzakki (pembayar zakat tapi belum/hampir jatuh nishabnya). Mereka itu  berfungsi sebagai sumber data yang peneliti gali melelui wawancara mendalam. Sedangkan Irforman adalah orang yang tahu seluk beluk zakat mal.Maka kepada mereka peneliti gali informasi tentang keilmuan sepiutar zakat mal, sejak dari pengertian, hikmah, hukum-hukumnya, pentasharufannya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan ancaman bagi orang yang mampu dan berkewajiban berzakat tetapi enggan membayarnya. Penggalian data pada mereka dengan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, yang termasuk responden dan informan adalah: H. Heru Subiantoro, SH., Drs. H. Abdul Syukur, Zulvan, Darmawan, Sudarwadi, H. Jauzan. BA., Basuki, Drs. H. Suparno, Drs. H. Syamsul, H. Sustam Mulyadi, Kusmanto, S. Ag., Sosiawan. Sedangkan informan penelitian ini H. M. Fahmi Muqaddas, SH., M. Hum, Drs.Wajid Heryono, Djundan Arif. 
Metode pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam.Metode ini untuk pengumpulan data yang berasal dari amil zakat perwakilan di masing-masing masing diwilayah PRM Nitikan Kota Yogyakarta. Sumber data dalam penelitian ini peneliti sebut responden dan informan. Sedangkan untuk pelaksanaan wawancara, peneliti dibantu oleh anggota peneliti, yakni mahasiswa prodi Tafsir Hadis. Dokumenter. Metode ini digunakan untuk menggali data yang berupa dokumen, bisa  berupa bukti fisik, catatan atau laporan jumlah hasil pengumpulan zakat, pengurus, dan penerima zakat serta media terutama buletin Al-Hikmah yang diterbitkan oleh PRM Nitikan.  Metode analisis data.  Setelah data terkumpul, maka  dianalisa dengan tehnik deskriptif analitis. Berdasarkan data pada penelitian awal bahwa perolehan zakat amwal untuk  tahun 2014 sampai dengan periode pemungutan zakat tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah yang cukup tajam yaitu kurang lebih 75 % (persen). Pada tiga tahun tersebut pengelolaan zakat mal dengan menggunakan zakat amwal. Sedangkan untuk tahun 2002, 2003 dan tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dan bahkan 2012 mengalami stagnan. Pada rentangan tahun-tahun tersebut menggunakan menegemen zakat mal sistem konvensional. 



HASIL DAN Pembahasan
Konsep Zakat Amwal
      Kajian zakat amwal ini mulai dan ada setelah Kyai Shaim Bari dari Kendal Jawa Tengah itu memulai. Beliau terketuk hatinya ketika melihat dan mendengar dari para takmir masjid memberitahu dan menunjukkan data bahwa perolehan dari pengumpulan zakat mal pada akhir ramadhan dan jelang Idul Fitri jumlahnya tidak menggembirakan sehingga mustahik hanya mendapatkan bagian sedikit, cukup untuk dua atau tiga kali makan sehingga jauh dari untuk pengentasan kemiskinan (Iqbal et al., 2021). Terasa yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya tidak peduli pada kaum dhu’afa. Anak kurang gizi semakin banyak, kemiskinan semakin meraja lela. Pola hidup konsumtif semakin menjadi-jadi (Wibowo, 2021). 
Tidak sedikit di beberapa daerah dan perkampungan orang pindah agama karena santun dan aktifnya para missionaris dari agama Nasrani. Mereka mampu memecahkan masalah keluarga dengan program-programnya yang sangat menyasar (Asep Saepudin Jahar, Amany B. Lubis, 2021). Keadaan seperti itulah yang mengundang Kyai Shoim Bari memunculkan gagasan adanya zakat amwal.

Pemahaman Zakat amwal
Amwal: adalah seluruh kekayaan/harta terpadu, yaitu rizki dari Allah swt untuk diakui sebagai hak milik, dilindungi dan diambil manfaatnya. Pada amwal tersebut hakikatnya terdapat hak mutlaq sosial, santunan untuk fakir dan da’wah fi sabilillah; yang harus dikeluarkan secara mutlaq pula. Bagian minimalnya adalah zakat, sebagaimana hak mutlaq ibadah kepada Allah yang harus ditunaikan, minimalnya adalah shalat fardhu (Pabbajah et al., 2021). 
Zakat dipungut dari aghniya’, yaitu orang yang berdasarkan realita, bukan dianggap kaya, diberikan kepada fuqara’/dhuafa’, yaitu orang fakir miskin berdasarkan fakta, bukan dianggap fakir miskin serta untuk membiayai da’wah fi sabilillah. Zakat dipungut dari amwal: seluruh kekayaan/harta terpadu, bukan hanya harta kekayaan tertentu atau sebagian harta kekayaan atau harta yang terkotak-kotak/sektoral (Aziz et al., 2020). Zakat sektoral/terkotak-kotak, seperti zakat zuru’ pertanian / tanam-tanaman, masyiyah: peternaan, naqdain: perhiasan, tijarah: perdagangan, makdan, barang tambang dan rikaz: barang temuan / harta karun, semua merupakan bagian dari sumber kemacetan pengalaman atau realisasi zakat. Bagitupun zakat profesi termasuk zakat sektoral (Qodir et al., 2020). Realisasi zakat bertujuan membersihkan, mensucikan atau memutihkan/pemutihan harta kekayaan dan jiwa muslim muzakki, sekaligus bermakna:(1)menyantuni, membimbing dan mengentaskan sosial ekonomi kaum dhuafa’;  (2) ikut membiayai da’wah dan mengantisipasi ekspansi da’wah agama lain; dan (3) membina serta memupuk kualitas ukhuwah islamiyah yang tangguh. Tasharruf dari hasil zakat amwal untuk 8 (delapan) ashnaf  (delapan jalur pemerataan) yang intinya dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar yakni (1) kelompok dhuafa’; dan (2) kelompok sabilillah. Dengan demikian perdamaian, kesejahteraan dan ukhuwah Islamiyah akan dapat diwujudtegakkan (Abdullah, 2020). Gerakan zakat Muhammadiyah dengan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah, selanjutnya diakronimkan Bapelurzam harus sukses dan tak boleh gagal walaupun banyak kendala menghadang. Karena itu seluruh perangkat, baik keras maupun lunak harus dipersiapkan dengan matang. Semua aturan zakat yang berakibat kepada kegagalan dan kemacetan realisasi zakat adalah batal walaupun dikatakan berdasar kepada ayat Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sebab ayat Al-Qur’an dan As-Sunnah yang diambil pastilah tidak relevan dengan ketentuan Bapelurzam. Itu dikarenakan salah interpretasi dalam memahami Al-Qur’an dan As-Sunnah tersebut (Jubba et al., 2020). Semua gulma/penghambat realisasi zakat yang terdaftar pada caption maupun tidak harus disingkirkan sejauh-sajauhnya. Pengalaman mengajarkan kesuksesan gerakan zakat adalah keberhasilan menyingkirkan gulma zakat.

Strategi Zakat
Harta yang dizakati adalah seluruh kakayaan terpadu, tak ada harta kekayaan yang dapat terbebas dari pensucian atau pemutihan oleh zakat. Diperlukan alokasi waktu/haul: tahunan / setahun sekali sesuai juklak dari PP Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, serta mengesam-pingkan Zakat Panenan serta ta’jil zakat (Waharjani, 2020). Muzzakin memang memenuhi syarat fardhu zakat, yakni antara lain seorang dan kepala keluarga yang memang kenyataannya aghniya’ atau mampu yaitu pemilik nishab (Prasojo et al., 2020). Dibuatkan peraturan penetapan nishab berdasarkan kehati-hatian atau ihtiyath dan bebas dari akal ukil / akal bulus (Khoirudin et al., 2020). Peraturan nishab zakat yang dikeluarkan adalah: kekayaan terpadu seluruhnya dikurangi hutang terpadu seluruhnya, yang dizakati adalah sisa plusnya. Misalnya mengacu rumus :
k – h  = +   (kekayaan terpadu – hutung terpadu =  sisa plus)
k – h  = 0   (kekayaan terpadu – hutang terpadu =  tidak memiliki kekayaan atau belum sampai nishab).
k – h  = –   (fakir miskin / dhuafa’).

Peraturan nishab konvensional merupakan sumber terpenting kemacetan realisasi zakat. Karena itu harus dihindari kecuali prinsip 2,5 % atau 1/40 dari kekayaan yang harus dikeluarkan sebagai zakat normatif. Mengukuhkan eksistensi mutlak amil (Bapelurzam) sebagai pelaksana tunggal masalah zakat dalam Muhammadiyah. Tidak dibenarkan untuk memusriki (menandingi) dengan alasan apapun. Penegasan zakat hanya sah sebagai zakat apabila dipungut dan dikelola oleh Bapelurzam termasuk di dalamnya zakat fitrah di setiap ranting dan amal usaha. Pengeluaran zakat untuk ibadah yang tidak diserahkan melalui amil berarti bukan zakat. Amilin Bapelurzam berdedikasi tinggi dan bonafide. Mereka cukup ilmu dan ketrampilan tentang zakat, kerja keras, jujur, cermat, tak mudah tertipu dan berwawasan ke depan.

Amilin / Bapelurzam dan Tugasnya
Pimpinan Daerah / cabang pada bulan Rajab menerbitkan surat tugas atau surat perintah kepada anggota persyarikatan yang mampu, mau, bersemangat dan terpercaya untuk membentuk / memimpin amilin (Bapelurzam) dengan tugas khusus mensukseskan realisasi gerakan zakat tahun bersangkutan. Masa bakti mulai bulan Rajab sampai dengan akhir Dzuhijjah tahun tersebut (lihat Juklak PP Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tahun 1979 dan 1980). Pimpinan Daerah / cabang menyerahkan pedoman tentang Bapelurzan kepada personalia Bapelurzam mereka-mereka yang terkait serta berminat. Untuk dijadikan panduan secara disiplin. Bukan untuk mengambil kebijaksanaan yang menyimpang, kecuali sudah mendapat izin dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Sebagai realisasi dan pengembangan surat tugas atau surat perintah, maka Pimpinan Daerah / cabang segera membentuk Bapelurzam ditingkatnya (Farkhani et al., 2021). Bapelurzam pada tiap tingkat harap merekrut atau memasukkan tokoh Pimpinan Persyarikatan, Majelis / Bagian, Lembaga, Badan, ortom dan kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam persyarikatan sebagai personalia Bapelurzam. Hal ini dikarenakan Bapelurzam adalah gerakan terpadu yang harus didukung dan disukseskan oleh seluruh kekuatan yang ada. Karena itu tidak boleh ada amilin tandingan terhadap Bapelurzam dengan alasan apapun. Bapelurzam Daerah / cabang membuat program kerja sesuai dengan tuntutnan, serta melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya sesuai alokasi waktu yang ditetapkan. Bapelurzam bekerja dengan ekstra giat, antara lain dalam: menyelenggarakan penataran, penyuluhan dan pengajian khusus tentang zakat personalia amilin, kepada warga dan simpatisan Muhammadiyah, terutama kepada calon muzakkin. Kunjungan door to door (ke rumah-rumah) anggota dan simpatisan (Rane et al., 2021). Amilin harus aktif dalam tugasnya sebagai amilin, artinya amilin tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu penyerahan zakat dari muzakkin, di belakang meja. Amilin yang tidak aktif tidak berhak menerima haknya sebagai amilin, dan tergolong amilin yang tidak bertanggungjawab serta tidak amanah. Menjelaskan semua informasi tentang zakat, Bapelurzam, sistem kerjanya dan sifat tajdid pemikiran serta operasionalnya (Santoso et al., 2021). Pada tahap perintisan, sebaiknya mendayagunakan tenaga senior persyarikatan dan tokoh yang berwibawa. Memungut zakat secara sungguh-sungguh, cermat, sopan santun dan mendo’akan muzakkin. Pimpinan atau Ketua Bapelurzam harus memantau secara cermat kegiatan kerabat kerjanya dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan bila terjadi peyimpangan. Jadwal penarikan zakat :
1). zakat fitrah tanggal 21 sampai dengan 28 Ramadhan
2). zakat amwal tanggal 21 Ramadhan sampai dengan 30 Syawal.

Pemimpin Bapelurzam dan petugas luar / operasional harus memberi tuntunan sejelas-jelasnya tentang cara menghitung zakat agar mendapat hasil yang tepat. Mengadakan kontrol penarikan zakat, yakni membuat rekap terinci hasil penarikan zakat seluruhnya dan menyelesaikan kasus dengan baik, bila ada kasus. Hak kelola bagi amilin atasan (15 % untuk PP, PW dan PDM) harus diambilkan / disisihkan terlebih dahulu sebelum hasil penarikan zakat dibagi kepada mustahiqin lokal : cabang dan ranting. Pada saat membagi hasil penarikan zakat, harus diadakan rapat / musyawarah gabungan atau pleno yang terdiri dari tiga unsur : (1) personalia Bapelurzam; (2) pimpinan persyarikatan; dan (3) ulama / tokoh msyarakat. Hal ini ditempuh untuk menghindari fitnah. Amilin Bapelurzam harus berpendirian kokoh konsepsional. Namun pada situasi dan kondisi khusus dapat melakukan kebijakan fleksibel untuk tujuan realisasi zakat pada masa berikutnya. Amilin Bapelurzam harus sukses dalam menunaikan tugasnya. Dengan alasan apapun tidak boleh terjadi kecurangan dalam mesalah zakat ini (Muhid et al., 2021). Amilin Bapelurzam melaporkan secara rinci hasil pernarikan dan pendistribusian zakat kepada pimpinan persyarikatan dan muzakkin dengan tuntas secara tertulis.

Operasional Zakat Amwal
Pengelola zakat amwal terendah adalah Bapelurzam cabang yang dibentuk berdasarkan surat tugas atau surat perintah Pimpinan Cabang Muham-madiyah, lengkap denganpetunjuk pelaksnaannya. Amilin Bapelurzam tertiggi adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaandi Jakarta. Tidak boleh ada amilin zakat Muhammadiyah tandingan selain Bapelurzam pada tingkat wilayah dapat ditangani langsung oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan atau Bapelurzam wilayah, untuk efektifitas gerakan zakat Muham-madiyah se Wilayah. Personalia Pimpinan Muhammadiyah di semua tigkat harus menjadi pelopor pembayaran zakat amwal (Azlisham Abdul Aziz et al., 2021). Karena realisasi gerakan zakat Muhammadiyah akan terwujud apabila Ketua dan Anggota Pimpinan Muhammadiyahdi semua tingkat aktif membayar zakat amwalnya, untuk menjadi tauladan. Ironi agaknya, apabila anggota dan warga persyarikatan, apalagi simpatisan disuruh membayar zakat, sedangkan pimpinan sendiri enggan membayar zakat. Zakat amwal dipungut dari kekayaan murni  (benar-benar milik sendiri) yang harus dizakati. Zakatnya 2,5 % dari kekayaan murni tersebut yang seluruhnya (100 %) diserahkan kepada Bapelurzam dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jangan memberikan langsung kepada mustahiqin menurut selera sendiri, sebab hal demikian namanya bukan zakat tetapi shadaqah atau lainnya, bisa juga namanya promosi. Kewjiban zakat adalah ditujukan kepada pribadi atau perseorangan, tidak kepada lembaga seperti: Keperasi, CV, NV, Firma dan Badan Usaha lainnya. Cara menghitung kekayaan untuk zakat amwal sebagai berikut :
Kekayaan baru/belum peernah dizakati tahun yang lalu, dihitung 100%. Kekayaan yang selalu berubah / seperti barang dagangan, bahan maupun hasil produksi dan lain-lain, dinilai sebagai kekayaan baru.
Kekayaan lama adalah kekayaan yang sudah penah dizakati dan tidak berubah, yang dihitung hanya nilai atau harga jasanya secara sewa saja.
Rumah hasil rehabilitasi, yang dihitung adalah nilai sewa ditambah biaya rehab. Dianjurkan, harta lama yang harganya cukup tinggi dinilai jasa sewanya ditambah sedikit sebagai ihtiyath / kehati-hatian.
Penghasilan barus seperti gaji atau honor yang sebagian besar habis untuk kebutuhan hidup harian yang wajar, dihitung kekayan sisanya yang menjadi kekayaan. Walaupun tidak berujud uang lagi, tetapi mungkin berupa meubeler, kendaraan, perhiasan, biaya rehab baru dan lain-lain (Jailani & Nur kholis, 2021).
Aturan Nisab atas dasar garis semu batas kaya atau mampu dengan miskin yang yang dijiwai ihtiyath (hati-hati) dan terhindar dari akal bulus adalah sebagai berikut: (1) kekayaan terpadu – hutang terpadu = minus, adalah pranishab, yaitu masih miskindan tidak wajib zakat, bahkan berhak menerima satuan / dana bimbingan ekonomi; (2) kekayan terpadu – hitungan terpadu = nol, adalah tidak sampai nishab, tidak wajib zakat, bila perlu dapat diberi zakat sebagai peringatan kedua, setelah nisabnya cukup tersantuni; (3) kekayaan terpadu – hutang terpadu = plus, maka mencapai nishab atau aghniya’dan mampu. Wajib mengeluarkan zakat amwal 2,5 % walaupun mungkin plusnya hanya Rp 1.000,00.
Zakat amwal dipungut oleh Bapelurzam casbang sejak 21 Ramadhan sampai dengan 30 Syawal. Pada hari-hari tersebut diharapkan muzakkin menghitung kekayaan murni yang akan dikeluarkan sekaligus jumlah zakatnya sambil menunggu datangnya petugas amilin Bapelurzam. Hasil  pemungutan / penarikan zakat amwal dan pendistribusiannyaharus direkap secaralengkap dan terinci. Hasil rekap lengkap dengan rincian tersebut dikirimkan kepada pimpinan persyarikatan dengan tembusan kepada muzakkin dan lainnyayang berkepentingan sebagai alat kotrol yang akurat. Masyarakat menilai laporan tersebut dan langsung memberikan kepada amilin Bapelurzam, bila terdapaat kesalahan untuk dibertulkan. Pada musyawarah tasharruf pembagian hasil pemungutan zakat amwal harus merupakan rapat paripurna (pleno) gabungan yang terdiri dari : (1) pimpinan dan anggota pleno Bapelurzam cabang; (2) pimpinan cabang (dapat diwakili oleh beberpa anggota pimpinan); dan (3) ulama dan tokoh masyarakat tingkat cabang. Sangat diharapkan, supaya mengundang Bapelurzam Daerah. Bapelurzam cabang memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis secara rinci dan tuntas kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Bapelurzam Daerah selambat-lambatnya 15 Dzulhijjah Bapelurzam Daerah menyampai-kan progress report tertulis kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah paling lambat 30 Dzulhijjah.

Tasharruf Zakat Amwal
Hak pengelola hasil penarikan zakat oleh amilin atasan (PDM, PW dan PP) adalh 15 % dari seluruh hasil penarikan nyata dalam satu cabang dan harus dikirim ke Bapelurzam Daerah. Selanjutnya Bapelurzam Daerah membagi : 10% untuk daerah, 3 % untuk wilayah dan 2 % untuk pusat. Ketentuan tersebut tidak dapat diubah oleh kemufakatan musyawarah pleno gabungan tingkat cabang. Hak kelola yang dimiliki Bapelurzam cabang adalah 85 % dari seluruh hasil penarikan zakat amwal se cabang. Untuk kemudahan tasharrufnya, yang 85 % tersebut dibulatkan menjadi 100% lagi.Selanjutnya dibagikan menurut pola yang telah ditetapkan. Hasil kelola yang dimiliki Bapelurzam cabang yang telah dijadikan 100 % tersebut harus ditasharrufkan kepada delapan kelompok (al-ashnafus tsamaniyah, at-Taubah, 60) (Febriandi et al., 2021).
Untuk memudahkan tasharruf dijadikan dua kelompok besar :
Kelompok dhuafa’: (a) fuqara’: fakir; (b) maskin : miskin; (c) gharimin: orang-orang yang terlilit hutang; (d) riqab : untuk (memerdekakan) budak; dan (e) ibnu sabil : orang-orang yang sedang dalam perjalanandan kehabisan bekal.
Kelompok sabilillah: (a) amilin : pengurus zakat; (b) mu’allafah qulubuhum : mu’allafyang dibujuk hatinya; dan (c) fi sabilillah : untuk jalan Allah.
Dalam situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat muslim normal, kedua kelompok besar tersebut diwawas seimbang, sama-sama penting, tak ada yang lebih atau kurang penting untuk diurusi, disantui dan dibina.
Karena itu bagi kelompok dhuafa’ dijatah 50% dan kelompok sabilillah juga dijatah 50 %.
Bila kondisi dararat dapat diambil kebijakan khusus, contohnya bila kena musibah bencana alam besar, untuk dhuafa’ 90 % dan sabilillah 10 %.
Sebaliknya, bila untuk menyelamatkan tanah menghadapi salibiyah misalnya, maka sabilillah 80 % dan dhuafa’ 20 %. Jatah kelompok sabilillah 50 % itu, sebagai perkiraanatau ancar-ancar untuk amilin 10 % (operasional Bapelurzam cabang bidang administrasi, akomodasi, konsumsi, sewa ongkos /upah, honorarium amilindan lain-lain yang rasional), boleh dirubah kearah yang positif. Sisa 40 % untuk sabilillah, seluruhnya dikelola oleh pimpinan cabang sebagai pemegang da’wah di semua aspek (Gallop et al., 2021). Jatah kelompok dhuafa’, sesuai tujuan pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan mengentaskan ekonomi mereka, maka tasharrufnya diatur dan diarahkan demikian: (1) bila kondisi sosial ekonomi normal, maka dhuafa’ konsumtif 30 % dan untuk dhuafa’ produktif 70 %; (2) bila keadaan darurat, untuk dhuafa’ konsumtif 70 % dan untuk dhuafa’ produktif 30 %; (3) dalam kondisi normal dan mungkin karena tuntutan muzakkin, untuk dhuafa’ konsumtif  maksimal 50 %. Penetapan ini berdasarkan wawasan masa depan.
Tasharruf bagi dhuafa’ konsuntif yang diberikan langsung kepada fakir miskin konsumtif adalah uang atau bahan makanan. Alangkah baiknya kalau dibuat klasifikasi, umpamanya kelas A Rp 5.000,00; kelas B Rp 7.500,00 dan seturusnya. Tasharruf bagi dhuafa’ produktif yang diberikan kepada fakir miskin produktif adalah uang modal kerja atau alat produksi sesuai dengan keahliannya.
Tasharruf bagi dhuafa’ produktif ini bukan diberikan zakat, kemudian terlepas, tetapi diberikan pinjaman tanpa bunga. Misalnya: seorang dhuafa’ produktif diberikan pinjaman modal kerja Rp 100.000,00, maka dhuafa’ itu harus mengembalikan pinjaman tersebut sebanyak 10 kali dimulai pada bulan ketiga. Banyaknya angsuran setiap bulan Rp 10.000,00, berarti dhuafa’ tersebut mengembalikan atau mengangsur pinjaman dalam jangka waktu satu tahun. Demikian pula halnya dengan dhuafa’ yang mendapat pinjaman alat produksi umpamanya mesin jahit, maka jumlah harga dibagi dan diangsur sebanyak 10 kali. Setelah angsuran pertama kembali, maka Muhammadiyah dapat memberi pinjaman kepada dhuafa’ produktif yang lain. Dengan sistem demikian , dalam jangka 10 sampai dengan 25 tahun, modal kerja dhuafa’ produktif itu menjadi besar. Setelah Bapelurzam cabang menyerahkan mandatnya kepada pimpinan cabang pada 15 Dzulhijjah atau 30 Dzulhijjah (karena situasi dan kondisi tertentu), maka pengelola angsuran dan kebijaksanaan terhadap dhuafa’ produktif oleh pimpinan cabang diserahkan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bagian Ekonomi agar diteruskan dengan sebaik-baiknya untuk lebih efektif dan efisien dalam program pengentasan sosial ekonomi kaum dhuafa’ (Hidayah, 2021). Pemberian pinjaman produktif terutama lebih merupakan bimbingan sosial ekonomi mandiri dan mantap. Setelah 2 – 5 tahun diharapkan para dhuafa’ produktif ini sudah mentas ekonomi, bahkan ikut menjadi muzakkin (Irham et al., 2021).
Catatan:
Pada dasarnya dan pada umumnya, orang menjadi fakir / miskin disebabkan oleh : (1) malas; (2) boros;  (3) suka menipu/ingkar janji, sehingga hilang kepercayaan orang; (4) ingin cepat kaya dengan jalan pintas (mencuri, berjudi dan sebagainya); dan (5) karena musibah, ini termasuk langka dan jarang terjadi.
        Contoh pembagian zakat amwal.
Bapelurzam cabang yang mengelola Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau lebih, pembagian kepada kelompok dhuafa’ dan kelompok sabilillah agar dikembangkan, yaitu ada porsi khusus bagi kelompok dhuafa’ sabilillah. Yakni memberi beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berbakat dalam rangka kaderasi dalam persyarikatan untuk masa mendatang.
Perkiraan pembagian:
- dhuafa’ ............................................................	35 % atau 45 %
- dhuafa’ sabilillah: beasiswa ...........................	15 % atau 10 %
- sabilillah ..........................................................	50 % atau 45 %
Selanjutnya untuk dhuafa’ setelah dibuatkan menjadi 100 % lagi maka pembagiannya:
- dhuafa’ konsumtif ..........................................	30 % 
- dhuafa’ produktif ............................................	70 %
Untuk sabilillah :
- amilin ...............................................................	10 % atau 20 %
- sabilillah terpadu.................. ...........................	90 % atau 80 %
Administrasi Bapelurzam harus transparan dan open manajemen. Bapelurzam di semua tingkatan harus memberikan laporan pertanggung-jawaban tertulis menyeluruh kepada pimpinan persyarikatan yang memberi mandat sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkan.

 Pelaksanaan Zakat Amwal
    Lokasi penelitian ini di kampung Nitikan pinggir selatan kota Yogyakarta yang dulu dikenal sebagai “kampung santri” dan “kampung Muhammadiyah”. Di antara tanda yang menguatkan julukan kampung santri adalah adanya sejumlah bangunan masjid dan mushalla yang semua dikelola dengan tradisi Muhammadiyah. Bangunan masjid dan mushalla itu di antaranya:


Tabel4. Jadwal Persiapan Pelaksanaan Zakat Amwal

	No
	Agenda pertemuan
	Tempat
	Materi pertemuan

	1
	Rencara kunjungan silaturahmi
	Yogyakarta
	
Untuk menimba ilmu menejemen pengelolaan zakat amwal


	2
	Pembentukan Tim
	Yogyakarta
	Penetapan Tim Teknis

	3
	Kunjungan
	Kedal Weleri
	Menimba sistem Zakat Amwal

	4
	Laoran  kunjungan
	Yogyakarta
	Rencana pelaksanaan

	5
	RapatTim Pelaksana
	Yogyakarta
	Menyusun Scheduie

	6
	Pelaksanaan
	Yogyakarta
	Sosialisasi Tuntunan



                             


Tabel 5.  Jadwal Acara Pelaksanaan Zakat Amwal

	No
	Waktu
	Tempat
	Materi pertemuan

	1
	7 Sya’ban
	Yogyakarta
	
Pelantikan pengelola zakat amwal


	2
	15 Sya’ban
	Yogyakarta
	Sosialisai pertama pada muzakki

	3
	25 Sya’ban
	Yogyakarta
	Sosialisasi kedua

	4
	7 Ramadhan
	Yogyakarta
	Sosialisasi ketiga.

	5
	 15Ramadhan
	Yogyakarta
	Sosialisasi keempat dan penyebaran amplop berisi kwitansi pembayaran zakat pada calon muzakki.

	6

7

8

9

10
	27-30 Ramadhan

1 Syawwal 

20 Syawwal

1 Dzulqo’dah

10 Dzulhijjah
	Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta
	Penarikan zakat

Penghitungan & distribusi zakat

Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembubaran dan pembentukan Panitia

Laporan Pelaksanaan pada Muzakki.




Kampung Nitikan termasuk kalurahan Sorosutan, kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta. Dilihat dari arah mata angin kampung ini dibatasi : Sebelah selatan : berbatasan dengan dusun Potronanggan, Tamanan, Bantul. Sebelah barat : berbatasan dengan dusun Wirosaban, kota Yogyakarta. Sebelah utara: berbatsan dengan kampung Tegalsari dan Nalen. Sebelah timur berbatasan dengan kampung Mendungan. 
Menurut data yang peneliti peroleh dari ketua takmir masjid Sulthoni, Al-Islaah, dan Muthohirin, faktor suksesnya para pelaku usaha home industri aluminium untuk penyedia perabotan rumah tangga, pendatang baru yang menetap dan mereka termasuk, serta pengamalan Islam yang terbina rapi dan terprogram oleh 26 orang mubaligh senior dan yunior, semua menjadi faktor pemicu tingginya antosias umat untuk berzakat .   Di antara jamaah umat Islam yang melaksanakan syariat Islam membayar zakat dan mengelolanya dengan baik adalah umat Islam di kampung Nitikan yang terletak di paling selatan Kota Yoyakarta, berhimpitan dengan dusun Potronanggan dan Kragilan wilayah Kelurahan Tamanan Bantul. Kampung tersebut mayoritas beragama Islam. Pada tahun 1960-an orang-orang sekitarnya menjuluki kampung “santri”, karena di kampung tersebut terdapat tiga orang Kyai ( Kyai R. Abdullah Hadi, Kyai R. Mursyid Syafi’i, dan Kyai R. Hisyam Syafi’i)  yang aktif mengajar agama Islam warga masyarakat. Antusiasme  para kyai itu disambut para santri dengan patuh dan tekun belajar syariat Islam pada mereka. Gayung bersambut antara Kyai dan santri itulah yang membuahkan semaraknya kegiatan dakwah Islam di Nitikan dan sekitarnya. Di antara hasil dakwah Islam tersebut adalah tumbuh dan berkembangnya kesadaran warga untuk  menunaikan Zakat dan mengelolanya dengan baik.
Kesadaran berzakat warga mayarakat terus berkembang seiring tumbuhnya bangunan masjid dan Musholla di Nitikan dan sekitarnya.  Pada awalnya hanya ada satu Masjid, yakni Masjid Sulthonain, yang dibangun dua Raja dari Keraton, Keraton Surakarta dan Yogyakarta dan dua bangunan Langgar. Sekarang di Nitikan terdapat tiga masjid dan satu Musholla (Khikmawati, 2020). Sedangkan masjid-masjid di wilayah PRM Nitikan dan menjadi binaannya ada 7 masjid. Masjid-masjid tersebut bergabung dalam kegiatan dakwan Islam di bawah koordinasi PRM Nitikan, termasuk  dalam pengelolaan Zakat Mal (Yoyo, 2020).

Pengelolaan Zakat di Nitikan
Pengelolaan zakat amwal di Nitikan ini dibawah koordinasi Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat atas kesepakatan para pengurus takmir  masjid di Nitikan dan sekitarnya. Sekarang di Nitikan terdapat tiga masjid dan satu Musholla. Sedangkan masjid-masjid di wilayah PPM Nitikan dan menjadi binaannya ada 7 masjid. Masjid-masjid tersebut bergabung dalam kegiatan dakwah Islam di bawah koordinasi PRM Nitikan, termasuk  dalam pengelolaan Zakat Mal.
Adapun langkah-langkah teknis pengelolaan zakat amwal di PRM Nitikan sebagai berikut: 
[bookmark: _Hlk85362917]Tabel 6. Jadwal Persiapan Pelaksanaan Zakat Amwal


	No
	Agenda pertemuan
	Tempat
	Materi pertemuan

	1
	Rencara kunjungan silaturahmi
	Yogyakarta
	
Untuk menimba ilmu menejemen pengelolaan zakat amwal


	2
	Pembentukan Tim
	Yogyakarta
	Penetapan Tim Teknis

	3
	Kunjungan
	Kedal Weleri
	Menimba sistem Zakat Amwal

	4
	Laoran  kunjungan
	Yogyakarta
	Rencana pelaksanaan

	5
	 RapatTim Pelaksana
	Yogyakarta
	Menyusun Scheduie

	6
	Pelaksanaan
	Yogyakarta
	Sosialisasi Tuntunan




Tabel 7. Jadwal Acara Pelaksanaan Zakat Amwal

	No
	Waktu
	Tempat
	Materi pertemuan

	1
	7 Sya’ban
	Yogyakarta
	
Pelantikan pengelola zakat amwal


	2
	15 Sya’ban
	Yogyakarta
	Sosialisai pertama pada muzakki

	3
	25 Sya’ban
	Yogyakarta
	Sosialisasi kedua

	4
	7 Ramadhan
	Yogyakarta
	Sosialisasi ketiga.

	5
	 15Ramadhan
	Yogyakarta
	Sosialisasi keempat dan penyebaran amplop berisi kwitansi pembayaran zakat pada calon muzakki.

	6

7

8

9

10
	27-30 Ramadhan

1 Syawwal 

20 Syawwal

1 Dzulqo’dah

10 Dzulhijjah
	Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta
	Penarikan zakat

Penghitungan & distribusi zakat

Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembubaran dan pembentukan Panitia

Laporan Pelaksanaan pada Muzakki.


 
 

Perolehan zakat amwal cukup menggembirakan baik dari segi jumlah uangnya, maupun jumlah muzakkinya. Juga penerimanya (mustahik yang mendapat bagian zakat) dan jumlah nominal tiap-tiap mustahik meningkat. Zakat mal yang dikelola model amwal adalah konsep aplikasi zakat mal yang dipahami sebagai harta-harta atau seluruh harta yang dimiliki secara sah oleh seorang muslim yang telah baligh dan berakal sehat, dan telah dikuasai  selama satu tahun atau lebih dan telah setaraf atau senishab dengan emas. Seluruh harta tersebut berarti telah jatuh nishab atau pemiliknya telah wajib mengeluarkan/membayar zakat malnya sesuai ketentuan. 

Respons  Warga setempat
Respons  warga terhadap penjelasan konsep zakat amwal ini menarik dan motivatif bagi muzakki untuk berzakat. Bukti respon umat Islam di Nitikan dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, saat jamaah diajak berkunjung ke tangan pertama penggagas dan pelaku konsep zakat amwal di Kendal Weleri Jawa Tengah, yang dikelola BAPELURZAM PCM ( Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Pimpinan Cabang Muhammadiyah) Weleri, diikuti umat Islam seratus dua puluh lima orang termasuk panitia yang diangkut dengan dua armada bus dan lima mobil Kijang dalam rangka mencari tahu  pelaksanaan konsep zakat amwal pada tahun 2016. Mereka yang terdiri dari calon-calon muzakki, jajaran PRM dan PRA Nitikan kelihatan antusias mendengarkan penjelasan dari pengurus, di antaranya Bapak H. Muslim Rahmadi, dan kawan-kawan (M. Zainal Abidin, 2014). 
Sepulang dari kunjungan mereka sepakat untuk menerapkan dilingkungan PRM Nitikan. Yang kedua,  dilihat saat sosialisasi konsep zakat amwal ini pada setengah bulan jelang bulang ramadhan, kemudian satu minggu jelang ramadhan, dan seminggu setelah bulan Ramadhan (Perawironegoro, 2019). Ketiga pengajian yang bertema “sosialisasi zakat amwal” pada tahun 2017 itu , dihadiri para calon muzakki sejumlah antara tujuh puluh hingga seratus orang. Jumlah itu telah cukup membuktikan bahwa mereka antosias untuk mendapatkan penjelasan konsep zakat amwal tersebut.  Bentuk respon yang keempat adalah dilihat dari tabel perolehan pengumpulan zakat amwal dari tahun 2017, 2018. dan tahun 2019 jumlahnya perolehannya meningkat cukup signikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. 

CONCLUSSION
         Berdasarkan pembahasaN diatas, dapatlah peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut: (a) pengelolaan zakat mal adalah masing-masing Takmir Masjid di wilayah Nitikan dibawah koordinasi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitikan kota Yogyakarta dengan memungut harta yang wajib dizakati setelah jatuh nishab, yakni  amwal (harta-harta) yang dimiliki secara sah oleh  muzakki (pembayar zakat) minimal satu tahun (haul); (b) dengan model amwal tidak sedikit warga yang merasa mampu, memiliki dan merasa wajib membayar zakat  mal setelah mengetahui harta apa saja yang wajib dizakati; (c) kelebihan zakat amwal yang dijelaskan dengan zakat harta-harta, tidak sebatas dengan emas, perak, panenan bahan makanan pokok, dan hewan(onta, sapi, dan kambing, serta harta temuan), namun seluruh harta yang telah menjadi milik dan dimiliki secara sah,  telah minimal dimiliki selama satu tahun dan mencapai nishab setaraf dengan emas, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya untuk dibayarkan pada amil zakat. Dengan model zakat amwal orang merasa memiliki dan mampu berzakat, namun penjelasan itu belum merata di seluruh warga jamaah di Nitikan, dan belum menguasainya para dai dalam masalah zakat amwal; (d) respon muzakki dengan model penjelasan zakat amwal seperti pada kesimpulan poin 3 diatas, seluruh muzakki dan calon muzakki merasa memiliki harta yang telah wajib dizakati dan mampu berzakat. Hal itu terlihat pada rentang tahun 2017, 2018, dan 2019 meningkat hasil pemungutan zakatnya tujuh puluh prosen. Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti hendak memberi saran: pertama, kepada para peneliti yang berminat meneliti  pelaksanaan zakat amwal ini, penelitian dapat diarahkan pada dasar hukum yang mendasarinya mengingat zakat adalah ibadah mahdhah yang memiliki implikasi pada etos kerja amil zakat dan motvasi muzakki. Sedangkan laporan hasil penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang terjadi dilingkup yang kecil dan sempit. Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian ini tidak dapat berlaku pada daerah dan wilayah lain; kedua, kepada Amil Zakat mal di Nitikan, hasil pengumpulan tahun 2017, 2018, dan 2019 yang telah direkam melalui laporan penelitian ini, dapat dijadikan pengalaman sangat berharga bagi PRM dan Pengurus Takmir Masjid setempat dalam pengelolaan zakat mal ditambah pengalaman yang dialami BAPELURZAM (Badan Pelaksana Urusan Zakat Mal) Kendal Weleri Jawa Tengah. 
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